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PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 10 TAHUN 2021
TENTANG
KESELAMATAN KETENAGALISTRIKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang

Mengingat

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 48 ayat (5)
Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral,
perlu menetapkan Peraturan Menteri Energi dan Sumber

Daya Mineral tentang Keselamatan Ketenagalistrikan;

Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang
Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang
Ketenagalistrikan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5052);

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta
Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 6573);
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Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang
Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 28,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5281) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan
atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012
tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5530);

Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012 tentang
Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan
Kesehatan Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2012 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5309);

Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang
Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 141, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5326);
Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021
Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6617);

Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan Bidang Energi dan Sumber Daya
Mineral (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2021 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6637);

Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2015 tentang
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 132)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden
Nomor 105 Tahun 2016 tentang Perubahan atas

Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2015 tentang

www.peraturan.go.id



Menetapkan

2021, No.538

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 289);

11. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral
Nomor 13 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 782);

MEMUTUSKAN:
PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA
MINERAL TENTANG KESELAMATAN KETENAGALISTRIKAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Keselamatan Ketenagalistrikan adalah segala upaya atau
langkah  pemenuhan standardisasi peralatan dan
pemanfaat tenaga listrik, pengamanan instalasi tenaga
listrik, dan pengamanan pemanfaat tenaga listrik untuk
mewujudkan kondisi andal dan aman bagi instalasi,
aman dari bahaya bagi manusia dan makhluk hidup
lainnya, serta ramah lingkungan.

2. Instalasi Tenaga Listrik adalah bangunan-bangunan sipil
dan elektromekanik, mesin-mesin peralatan, saluran-
saluran dan perlengkapannya yang digunakan untuk
pembangkitan, konversi, transformasi, penyaluran,
distribusi, dan pemanfaatan tenaga listrik.

3. Instalasi Penyediaan Tenaga Listrik adalah Instalasi
Tenaga Listrik yang digunakan untuk pengadaan tenaga
listrik meliputi instalasi pembangkitan, instalasi
transmisi, dan instalasi distribusi tenaga listrik.

4. Instalasi Pemanfaatan Tenaga Listrik adalah Instalasi
Tenaga Listrik yang digunakan untuk pemanfaatan
tenaga listrik oleh konsumen akhir.

5. Sistem Manajemen Keselamatan Ketenagalistrikan yang

selanjutnya disingkat SMK2 adalah bagian dari sistem
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11.

12.

manajemen badan usaha secara keseluruhan dalam
rangka pengendalian risiko yang berkaitan dengan
ketenagalistrikan guna terciptanya Keselamatan
Ketenagalistrikan.

Manajemen Risiko adalah proses manajemen terhadap
risiko yang dimulai dari kegiatan mengidentifikasi
bahaya, menilai tingkat risiko, dan mengendalikan risiko.
Manajemen Perubahan adalah proses manajemen
terhadap setiap perubahan yang berakibat pada aktivitas
proses manajemen yang sedang berjalan dengan menguji
kelaikan dan identifikasi risiko sebelum perubahan
tersebut diterapkan.

Manajemen Informasi adalah pengelolaan data yang di
dalamnya mencakup proses mencari, menyusun,
mengklasifikasikan, dan menyajikan data yang terkait
dengan kegiatan yang dilakukan badan usaha sebagai
dasar dalam pengambilan keputusan.

Standar Nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat
SNI adalah standar yang ditetapkan oleh Badan
Standardisasi Nasional dan berlaku di wilayah Negara
Kesatuan Republik Indonesia.

Commissioning Test adalah kegiatan pemeriksaan dan
pengujian suatu pekerjaan pemasangan peralatan tenaga
listrik secara nyata atau simulasi untuk memastikan
bahwa pekerjaan tersebut telah dilaksanakan dan
memenuhi peraturan, kode, dan standar yang telah
ditetapkan sesuai kesepakatan antara pelaksana
pekerjaan dan pemilik instalasi.

Badan Usaha adalah badan usaha berbentuk badan
hukum atau tidak berbentuk badan hukum yang
didirikan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia
dan melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang
tertentu.

Penanggung Jawab Badan Usaha yang selanjutnya
disingkat PJBU adalah orang yang menduduki jabatan

tertinggi dalam struktur organisasi Badan Usaha yang
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bertanggung jawab atas terwujudnya Keselamatan
Ketenagalistrikan.

Penanggung Jawab Keselamatan Ketenagalistrikan yang
selanjutnya disingkat PJK2 adalah penanggung jawab
teknik yang menduduki jabatan tertentu dan diberi
kewenangan dalam pengambilan keputusan atas
terwujudnya Keselamatan Ketenagalistrikan.

Inspektur Ketenagalistrikan adalah pegawai negeri sipil
yang diberikan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan
hak untuk melakukan inspeksi ketenagalistrikan.

Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral.
Direktorat Jenderal adalah direktorat jenderal yang
mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan
pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan,
pengusahaan, keteknikan, keselamatan kerja, dan
lingkungan di bidang ketenagalistrikan.

Direktur Jenderal adalah direktur jenderal yang
mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan
pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan,
pengusahaan, keteknikan, keselamatan kerja, dan

lingkungan di bidang ketenagalistrikan.

BAB II
PENERAPAN KESELAMATAN KETENAGALISTRIKAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 2
Setiap kegiatan usaha ketenagalistrikan wajib memenuhi
Keselamatan Ketenagalistrikan.
Keselamatan Ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) meliputi:
a. pemenuhan standardisasi peralatan dan pemanfaat
tenaga listrik;

b. pengamanan Instalasi Tenaga Listrik; dan
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